
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Berita Negara Tahun 
1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa lndikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten 
Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Karawang Nomor 17 Tahun 2019; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian dan 
keselarasan Indikator Kinerja Utama dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016-2021, maka dipandang perlu 
melakukan revisi Sasaran Rencana Strategis dan Indikator 
Kinerja Utama Perangkat Daerah agar lebih spesifik, focus 
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; 

BUPATI KARAWANG. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHANATASPERATURAN BUPATIKARAWANG 
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATIKARAWANG 
NOMOR 1 TAHUN 2020 

BUPATIKARAWANG 
PROVINSI JAWA BARAT 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoneisa Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4819); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

----- 
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Pasal I 
Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Karawang 
Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 
2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PER.ANGKAT 
DAERAH KABUPATEN KARAWANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2019 
tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 
Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2019 Nomor 17). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1842); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KARA WANG TAHUN 2020 
NOMOR: t 

u..:>~~AH KABUPATEN 
LN:>\etn,J,· ,ANG, 

212t 

Pasal II 

Pcraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Oaerah Kabupaten Karawang. 



Sasaran Strategis Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD No Sasaran Renstra Sasaran RPMJMD Indikator Kinerja Utama Ket 
SKPD yang diacu penghitungan, sumber data) Penanggungjawab 

1 Meningkatnya Meningkatnya - Nilai LPPD Formulasi Peng!,!kuran : Bagian Tata 
kinerja tatakelola Pemerintahan dan 
kelembagaan dan pemerintahan yang Bagian administrasi. 
akuntabilitas bersih dan efesien um um 
penyelenggaraan - Predikat Nilai LPPD 
Pemerintahan - Nilai AKlP Kabupaten - Predikat Nilai AKIP Bagian Administrasi 
daerah Karawanz pembanzunan 

TiQe Qemmitungan : Bagian Organisasi 
- Nilai Akuntabilitas (AKIP) Non Kumulatif 
Setda 

Sumber data: indeks RB berdasarkan Peren Bagian umum dan 
Rb N perelenzkapan 
- Kemendagri 
- Kemenpan 

Meningkatnya Persentase jumJah produk Formulasi Penzukuran : Bagian Hukum 
kualitas produk hukum daerah yang 
hukum daerah ditetapkan L Realisasi Produk hukum yg tetaQkan xlOO 
yang ditetapkan % . ,, L Rencana Pf°mperda I 

I ti ; 
I 

4. lndikator Kinerja 

3. Fungsi 

2.Tugas 

Setda Kabupaten Karawang 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian adrninistrasi 
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi 

1 Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 
2 Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 
3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 
4 Pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan 
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

1. Nama perangkat 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

LAMPIRAN Ill· PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 



Sasaran Strategis 

No Sasaran Renstra Sasaran RPMJMD lndikator Kinerja Utama 
Penjelasan (fonnulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket 

SKPD yang diacu 
penghitungan, sumber data) Penanggungjawab 

Meningkatnya Persen tase jumlah prod uk Formulasi Pengykuran : Bagi.an Hukurn 

kualitas produk hukum daerah yang 
hukum daerah ditetapkan L Realisasi Produk hukum zs teta12kan x 100 

yang ditetapkan % 
L Rencana Promperda 

TiQe 12enliliitungan : 
Kumulatif/ 

2 
Sumber data: bag hukurn 
1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang undangan 

2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukurn Daerah 

Meningkatnya Persentase implementasi Formulasi Pengykuran: Bagian Kerjasama 

layanan dan kerjasanma daerah dan Daer ah 

fasilitasi dibidang pihak ketiga L Realisasi MoU l PKS antar daerah x 100% 

kerjasama daerah L Rencana MoU / PKS an tar daerah 

L Realisasi MoU l PKS pihak ketiga x 100% 

L Rencana MoU / PKS pihak ketiga 
TiQe pernmitungan : 
Kumulatif 

3 Sumber data: 
1. Undang undang noroor 23 tahun 2014 
tentana pemerintahan daerah 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah 

·-· .. --.-- ....... ~- ... - ~. 



Sasaran Strategis 

No Sasaran Renstra lndikator Kinerja Utama 
Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket 

Sasaran RPMJMD penghitungan, sumber data) Penanggungjawab 

SKPD yang diacu 

Meningkatnya Persentase jumlah Formulasi Penzukuran : Bagian Pertanahan 

layanan penyelesaian 
administrasi permasalahan pertanahan I Realisasi ~enyelesaian adm Qertanahan 

pertanahan (peta bidangl x 100% 
I Rencana penyelesaian adm pertanahan 
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Ti~e Qencllitungan : 
Kuroulatif 
Sumber data : Bag pertanahan 

Meningkatnya Persentase layanan Fonnulasi Peng!,!kuran : Bagian Barang dan 

layanan pengelolaan barang dan Jasa 

pengadaan barang [jasa melalui seleksi/tender I Paket yang dilelangkan x 100 % 

danjasa I Paketyangdirencanakan 

pemerintah 

5 Tipe penghitungan: 
Non Kumulatif 
Sumber data: 
Perpes 56 tahun 2016 tentang Pengandaan 
Barias 
pengadaan barang dan jasa 
Pernres 70/2018 tentanz barias 

Meningkatnya Formulasi Peneukuran : Bagian Ekonom.i 

layanan kebijakan Predikat kineda BUMD berdasarkan auditor 

perekonomian publik 

daerah 

6 
1. Meningkatnya Cakupan Evaluasi BUMD Tipe penghitungan : 
peluang kerja 

Kumulatif/Non Kumulatif 
Sumber data 

Meningkatnya 2. Meningkatnya Predikat Kabupaten Sehat Formulasi Pengukuran : Bagian Kesra 

layanan kebijakan derajat kesehatan 
sosial masyarakat Predikat Padapa, Wiwerda dan Wistara 

kemasyarakatan 
! Tipe penghitungan : 



Sasaran Strategis 

No Sasaran Renstra Sasaran RPMJMD Indikator Kinerja Uta.ma 
Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe Unit SKPD Ket 

SKPD yang diacu 
penghitungan, sumber data) Penanggungjawab 

7 
Non Kumu latif 
Sumber data: 
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri dan 
Mentri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 
nomor 1138/MENKES/ PB/VIII/2005 Tentang 
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 

Meningk:atnya Cakupan fasilitasi dan Formulasi Pen~kuran : Bagian Tata 

fasilitasi daerah layanan Pemda dalam 
Pemerin tahan 

dalam penyelenggaraan 
membangun 1. Meningkatnya pendidikan politik L realisasi fasilitasi pemda x 100% Bagian umum 

masyarakat yang partisipasi masyarakat 
demokratis masyarakat dalam 

pem.ilu 

8 I fasilitasi pemda yang direncanakan 

2. Meningkatnya TiQe Qenmitungan : 
ketentraman dan 
ketertiban umum 
daerah 

Non Kumulatif 
Sumber data: 
1. Undang undang no 10 tahun 2016 tentang 
perubahan kedua atas undang undang no 1 
tahun 2015 tentang penetapan peraturan 
pemerintahan pengganti undang undang 
nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan 
Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi 
undang undang (Bagi.an tata pemerintahan) 



Sasaran Strate2is 

No Sasaran Renstra lndikator Kinerja Utama 
Penjelasan (formulasl pengukuran, tipe Unit SKPD Ket Sasaran RPMJMD 

SHPD yang diacu penghitungan, sumber data) Penanggungjawab 

2. Permendagri no 9 tahun 2005 tentang 
pedoman bagi pernerintah daerah dalam 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah (Bagian tata 
pemerintahan) 

Meningkatnya Terwujudnya Tingkat layanan dan Formulasi Penzukuran : Bagian ekonomi 
fasilitasi daerah lingkungan hidup fasilitasi daerah dalam 
yang mendukung yang berkualitas mendukung program yang L skod yang menerapakan ecooffice x 100% 
program berwawasan lingkungan 
pembangunan [ skpd yang direncanakan 
yang berwawasan 

9 lingkungan Tipe penghitungan : 
Kumulatif 
Sumber data: 
Undang undang RI No 32 Tahun 2009 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup (Bagian Perekonomian) 



Sasaran Strategis 
No. Penjelasan Unit SKPD Ket. Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu IKU Penanggungjawab 

1. Konsistensi perencanaan Meningkatnya tata kelola Persentase Program Renstra Formulasi Penghitungan: BAPPEDA 
program pem bangunan pemerin tah yang bersih dan Perangkat Daerah yang Jumlah Program dalarn Renstra 
kabupaten efisien sesuai dengan RPJMD yang sesuai dengan RPJMD 

dikali seratus persen 

Terwuj udnya Lingkungan Hidup Tipe penghitungan: Non 
yang berkualitas Akumulasi 

Sumber data: Bappeda 

Persen tase kegiatan / Renj a Formulasi Penghitungan: BAPPEDA 
Perangkat Daerah yang Jumlah Kegiatan dalam Renja 
sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan 

RKPD kali seratus persen 

Tipe penghitungan: Non 
Akumulatif 
Sumber data: Eaooeda 

4. Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pirnpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Fungsi 

: Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan 
: 1. Penetapan kebijakan teknis Badan dan/ atau bahan kebijakan daerah dalam hal 
perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah; 
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalarn hal perencanaan 
pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah; 
3. Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 
dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah; 

2. Togas 

: SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Nama Perangkat Daerah 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Sasaran Strategis 
No. Penjelasan 

Unit SKPD Ket. 
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu IKU Penanggungjawab 

2. Meningkatnya kualitas Meningkatnya tata kelola Persentase format monev Formulasi Penghitungan: BAPPEDA 
pengendalian dan evaluasi di pemerintah yang bersih dan yang terisi dan persentase Jumlah kolom dalam format 
SKPD efisien realisasi kegiatan dengan terisi penuh dan benar 

yang tercanturn dalam renja 

Tipe penghitungan: Non 
Akumulatif 
Sumber data: Bappeda 

3. Peningkatan Kinerja Meningkatnya tata kelola Predikat AKIP Bappeda Formulasi Penghitungan: Hasil BAPPEDA 
Bappeda pemerintah yang bersih dan evaluasi dari inspektorat 

efisien 

Tipe penghitungan:Non 
Akumulatif 
Sumber data: Inspektorat 

4. Meningkatnya kualitas data Meningkatnya tata kelola Persentase data statistik Formulasi Penghitungan: Data BAPPEDA 
dan informasi pemerintah yang bersih dan yang tersedia Statistik yang tersedia dibagi 

efisien target dikali seratus persen 

Tipe penghitungan: Non 
Akumulatif 
Sumber data: Baooeda 



Sasaran Strategis Unit SKPD No. Sasaran Renstra Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penanggungjawab Ket 
SKPD diacu 

Meningkatkan Meningkatnya tatakelola Nilai Sistem Merit Hasil Pelaksanaan penilaian 1. Sekretariat standar penerapan pemerintahan yang bersih Penilaian Mandiri menggunakan metode self BKPSDM; sistem merit dan efisien assessment 

2. Bidang Pengadaan 
dan Pem berhentian 
Pegawai ASN; 

3. Bidang 
Pengembangan Pegawai 
ASN; 
4. Bid.ang Kesejahteraan, 
Disiplin dan 
Kepangkatan ASN 

5. Bidang Pendidikan 
dan Pelatihan 

3. Fungsi 

Membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang 
kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah 

1 Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
. ASN; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN; 

3 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
. ASN; 

4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pernerintahan daerah di bidang kepegawaian serta bidang 
· pendidikan dan pelatihan; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Togas Pokok 

Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) l . Nama Perangkat 
Daerah 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN KARAWANG 



$ASARAN STRATEGIS SASARAN RPJMD YANG PENJELASAN UNIT SKPD 
No IKU PENANGGUN KET. 

RENSTRA SKPD DIA CU GJAWAB 
1 2 3 4 

1 Mewujudkan Meningkatnya Ketepatan waktu Bidang 
Manajemen keungan ta take Iola penyusunan APBD Aggaran 
daerahyang pemerintahan yang Penyarnpaian Raperda 
akuntabel bersi hdan efisien APBD kepada 

DPRD 
s Bulan Oktober 

Persentase alokasi Alokasi belanja Bi dang 
mandatory spending sesuai Pendidikan Min. 20%, Anggaran 
peraturan perundang- Kesehatan Min 10%, 
undanzan Belanja Pegawai < 50%, 

ADD dari Dana 
Perimbangan 10% 

=Melebihi Standar 

Bi dang 
Optirnalnya Pengelolaan Kas Tercapainya rasio Pena ta 
Dae rah kecukupan > 3 bulan gaji 

usahaan 
Keuangan 

Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah bidang 
keuangan sub pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan 

1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalarn hal pengelolaan keuangan 
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalarn hal pengelolaan keuangan dan aset daerah 
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan 
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan 

sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Fungsi 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1. Nama Perangkat 

2. Tu gas Pokok 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



SASARAN STRA TEGIS SASARAN RPJMD YANG PENJELASAN UNIT SKPD 
No IKU PENANGGUN KET. 

RENSTRA SKPD DIA CU GJAWAB 
1 2 3 4 

Ketepatan waktu pelayanan Penerbitan SP2D Bidang 
dukungan-dukungan maksimal 2 hari setelah Penatausahaa 
penatausahaan keuangan SPM terverifiksi n 

Keuangan 

Penyampaian LKPD Bi dang 
Unaudited sesuai standar Akuntansi 

LKPD tepat waktu ± 31 Maret 

Pertanggungjawaban APBD Penyampaian Raperda Bidang 
Tepat Waktu Pertanggungjawaban Akuntansi 

APBD kepada DPRD > 3 
bulan setelah Anggaran 
berakhir 

2 Mewujudkan Jumlah data/ inf onnasi aset Terpenuhinya Data Aset 3 BidangAset 
Pengelolaan aset yang yang akurat sesuai SAP jenis Data 
akuntabel 



Sasaran Renstra Sasaran RPJMD Unit SKPD 
NO IKU Penjelasan Penanggung Ket. SKPD yang di acu Jawab 

Formulasi Perhitungan: 

(Jml PAD Tahun n- jml PAD Tahun n - 
1)/(jml PAD Tahun n - 1) X 100 % 

Meningkatnya PAD Tata Ke Iola Tipe Perhitungan: 
Persentase Kumulatif Sadan Pendapatan 1 melalui pemungutan Pemerintahan yang Peningkatan PAD Daerah Pajak Daerah Bersih dan Efisien 

Sumber Data: 

Bidang PBB dan BPHTB,Bidang Pajak 
Daerah lainnya,dan Bidang 
Pengembangan Kapasitas. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Badan Pendapatan Daerah 
Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan 
sub pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah 

1. Penyusunan kebijakan teknis Sadan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapata.n daerah; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah; 
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam ha! pendapatan daerah; 
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

4. Iindikator Kinerja Utama 

3. Fungsi 

1. Perangkat Daerah 
2. Togas Pokok 



Sasaran Strategis Unit SKPD 
No. Sasaran RPJMD yang !KU Penjelasan Penanggungjawab 

Ket 
Sasaran Renstra SKPD 

diacu 

Meningkatnya akuntabilitas Nilai AKIP OPD Jumlah akumulasi nilai AKIP OPD Jumlah 
l. kinerja dan pengelolaan Meningkatnya tata kelola Rata-rata minimal OPD Inspektorat 

keuangan OPD pemerintahan yang bersih baik 
dan efisien 

Persentase Jumlah Rekomendasi Reviu LKPD yang ditindaklanjuti x 100% 
Rekomendasi Reviu Inspektorat 
LKPD yang Jumlah seluruh Rekomendasi Reviu LKPD 
Ditindaklaniuti 

INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG 
Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, lnspektorat Kabupaten Karawang rnernpunyai fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 
3. Pelaksaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan. 

1. Narna Perangkat Daerah 
2. Togas 
3. Fungsi 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



N SASARAN RPJMD YANG UNIT SKPD 

0. SASARAN RENSTRA SKPD DIA CU IKU PENJELASAN PENANGGUNG KET. 
JAWAB 

1 Tercapainya target Meningkatnya Tata Kelola 1 Persentase Sekretariat DPRD 
penyusunan Raperda Pemerintahan yang Bersih tercapainya Formulasi Perhitungan : (Jumlah 
menjadi Perda dan Efisien penyusunan Raperda Perda Tahun n) / (Jumlah 

menjadi Perda Raperda Tahun n) x 100 % 

Tipe Perhitungan : 
Kumulatif 

Sumber Data : 
Bagian Persidangan Sekretariat 
DPRD 

1. Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD 
2. Togas Pokok : Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan wewenang DPRD 
3. Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD 
4. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan DPRD 
5. Penyediaan dan pengkoordinasian Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



NO. SASAAAH STRATEGIS 

INOIKA TOR KINER.IA UT AMA (IIW) PENJEI.ASAN 
UMTSKPO KET 

SASARAH RPJllO YANG PENAHGGUNG JAWAB 
SASARAN RENSTRA SKPO OtACU 

I Me,w,gl<alnya Kua4US Men11991nya denjat , p.,..nu,se muyat9kal ~ yang fomxJlu, Pem,tungan Jumah i.,,,,ye,.kat Kabupoten l<a'111ffi111 yang mempunya, a.su,ans, -tan OlnnKHe11a18n 
Pelayaw!Kasehalan keseNUn mas~ m.._.,......,,..kfMhatan .,~ 
R.,.-danJMWWI 

- panduduk d, Kabupotan ---"' lwnln ""Jdu ..iu,.,.,,, Kesehatlln 
Tlpe~n K-.f 
Sumbe<O.i. Loporw, Sel<so Pelayanan ~ ~u, Jamnan ~tan 

2 Manongutnya Kuaitu 2 -.. ..... Pususmos T91'111u'ec1M11 .AlmlahPIJakf,,,,_ T_ OW-Kesehatan 
Palayonan KaHl\atan Fo<rnulfisl Perllltungan .,~ 
T-den- Junwh Pusllffmas o W!layah Kabupalen dolam l«Jrvn waldu utu tahun 

• .,. Pattlitu(9111 Kumulabf 

-0.UI ~ Seul Ptiayanan Ka.ellatan TradtllONII Mu111 dan Amdit.lSI 

3 ~lwllilas 3 P~Ka-- bi Hamil .,_.,, ibu /laml yang mandaped<an palay,,nen K4 o /aJ,litN pelayarsan -•• ll'flk OonuKaaellllW 
Pelayonan KaMhelan FomtuulSI Pwflilungan oemem'ttl!t it!!:! m:tJ:tl .,~ ~--Gw Julr'-h.,.,.,... ,bu hatrfl<ll wiayah kabupal-.llA!ola lflfMl>u/- kurun we/ctu &11/u i.hun 

v•noame ,.,..Pam,.,_. Kumuiat,f 
Sumt>wO.to Loporw, Seu1 Kesel,aqn Ka.....,. clan Gw 

4 Pelayanan l<esehalan lbu - Dtnas Kesehatan 
~ OJ - ---•• FIJ<I ,,.,..,_, ,,,.,..,,.tMn ,-aya,-, p,,u1,-, 

l'orrrruMSI Ptm,tungen melW»l!!,lbn e!!!t•Mn oena6nett ae.su.ar sl»ndMci ll~lttn ,...,_.,, , tDm' 
Jun'ilh......,. lbu i-..tm yang Ilda <llwllayah abu{Mtenilcolfl tw,-bul dalam kutun wakfu 

""''""'" .... -- : - .,.,......,,,,_,. •--..Ke-KeluaraadllnG121 
5 Pellylnan Katellatan Boy, S.U Lalw Jurriah bay, mru lalHr uSII 0-21 harl yang -pot/can pei.yo,- ka .. hallln ba~ ban, lam, DwtasKaselliltan - .. ,..,,.,.,_. NSCMt~n.t.ndar , tDm' 

.AlnAh semuo l»yl t,an, /a/W di wNyah kab<.peteMrota ,.,_ .-m l<UNII - aalu 
tehun 

Tit» ,,.,,,.._,.n - _,,,_ .. 
1 -n ~ .. Kesehatan 1t-·-• dan Gt:r 

8 PelayoMn Kasehatan Ballla J""*h- ~9 bu/all - ,,,.,.,,.,,., petaya,,en ka..,.tan - 
__ r 

Donas Ka- 

-•Potflltung,n det•m kunm wektu »tu 1,1wn • ,oo,i 
-h balito 0-59 -· ,-,v - di -,Oh kaf/0 dalam lalMI wa/du satu fahun yang 

uma 
,.,. Potf>d111qon Kumulabl 
Sumber Dltla ~ Seu, Kasehatan Keluorga den Gm 

INDIKA TOR KINERJA UT AMA 

• ~-- kebot- -d.ln/- - koo,ak-, '*"--bdang -Ian b pe~..., pelak--,, un,un-"""""" d"..it bld-,g 11a-.un. <Isl 
e pent.naan penyolengg.un un,..., l*f*Vltahan daMah bKlang k.-.un 

Fung"' 

DI~ l<ESEHATAN 
memmpn, _.,.,..... ~ dan ,.,.,_.,.,_ ~., un1SM pemtm1an.n da.., ~ ke- ..i. hlgas pe_.,, yeng do!U<,1.-, l<epo<la pemeMIMI - 

OINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG 

INOIKATOR KINERJA UTAMA I IKU 



NO. 
SASARAN STRA~GlS 

INOIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENJElASAN UNIT SKPO KET 
SA5ARAN RPJMD YNHJ PENANGGUNG JAWl>B 

SASARAN RENSTRA SKPD DIACU ,____ 
7 Pelay•nan Kanh•ton podo Usial OnH Kesehatan --o. .... Ju-h •nek ,- pendldlk•n do.ar -• I d•n 7 Y""II rnet>dllp41 pei.yenon okmwng 

"°""""'" Pertwu,.,.n 
kesehetan di utwn oeoddka!I ~w ··~ Ju-h - onok uw pendidlii.n - ~ I dan 7 yong ..a dr wnyah ._,,. d, ..,,.yoh 

kebupltenAror. ,.,,.but daltm hu,un 111taktu utu tahun •J.,•n 

T t» l'erllltw,qon : ~, ,.,, __ ,.,.,. 
1 •-an 5eks; KestnaUn Kelu•rnm dan Giz, 

e Peloy....,, Keseh•ton ped• u ... Pn>duklll Junuh pengurrung u.,. t 5-59 tohun mendopet PMY•n•n ak!lntng kflahot•n seauo, OlnuKeHhoton 

s.tandM' dalam lfunm waktu utu taltun ··- Fomuer, Pett.lu"ll'ln JutrAh .. •Ill•_. u .. 15-59 tohun yeng-dr ..,,,,yell...,,_ ,,.,.m laHun waldv utu 
tahun)'llng,unv 

T,oe Pertwunoon Kumulall 
-On L.apor-en Set<JI _ _, 1<81Uatga don Gw 

9 Pelayonan Kasehaton ped• Usoa I.MfJt 0,,.-Ka- 
Junuh-u"J""(I beN.,. t50 Wlun kfl •tH Yal'II mendop,t oknning kfl_,..tonsewa, .,- 

l'ormtAMIP!i~n 
Ill- """"""l I kai -m lwron waktu AIU llhun 

.JutrN/1 NmUa pend.Jdul< be111.,. .,.,. t50 ,.,.,,, Ire •ta yang "'* dr wuph KabcJl*on.,<ota 
,.rwOut dalam Auron walctu utu t.nun petNrungen 

r-Perfitunqon Kunulabf s--n.,. I -A Seksl - Ke!·-· dan Oat • 10 Jumlah Ot•!i!$_f!!!!!hon UC/ Oinasl<tlsehatan ~-t .. CAkupml Oesa/Kalurohan ~ Ch,ld 

- don lmunosaSI lmmunlUtlOtl(UCfl Fomue•~· Sel<tfllll -ellltOhan • 100!6 

r,,,.-r,aan Kunulattl 
1 ........... 0.,. , -A Set<sl &,r;etlans don lmund•sl 

s 
__ _.,. __ 

11 .lun*Jt o,ang yang -petkan ,,.tayanon TB•,- ota-rdalam kurun woklu ••tu Dinos Keseh ... n 
Pe~den 10/lun , ,oo,; Penven<l ... n Penya!<• Peioy8Nn KesahoCan Orang dengmt1 TB F«m<tle!liPemlungan Junnh .,,llmali o,wng deng•n Tll yang odo ti ..,.,..h lcOf)O pedll tunm wtktu ulu t•hun M_,.., yang .. ,,.. 

r,,,._ K.....- 
SUmberDol• Laporw, Seksl p-- clan Pe._- Pe,,yaU - 

12 Pelay8nan Kosoholan Orang dengan Dinn Kosehotan 
Ri.o T emleksi tfV Jumloh otanQ,,.,...., ltlnnfekll HIV yang monc»petkon __..on HN soWM Slllndardl 

Formulaat1'emil-n ,.~·""-• tMlMn lwtun !:!!tit !!!!l tll?!!l ,,~ 
.lumlolt ""'"P bemtko -,a, HIV yang edo d Ar,, W11oya11 r.,,a poda '°""" wel<lu u/u 

flhun reno ,.,,,. 
rc,e-unqan lwmulotrf 
Sumbero.ta Lltpoton Seu P~ clan P....-.,, Penyalut Mw1UOl 

6 
Merwlgl<.olnya -· 

13 Pelay8non Knehouln -.ta 0.-- 
P~od9n ~SI Jumlah p,,ndenta ,.,,._ yang mendopetkfln po/ayanan kfls-an sewo/ atanoerda/am ~~- Formulftl-.Pan Jcurun wm.ldu Miu tlhun .,~ 
MenJ!ar clan Kosehatan J- Jumllth esbmell pendwUa htpettensr -- angka ptWVM,.. kaMrota -m lnJnJn 

woktv mu ,.,,.,n !*JO tohun yong same 

T-PemlunQOn Kumutatif -Dot• Lltpoton Se1t11 "-"""" don Pengendafton Penyafut Ttdlk Mo,,.,. d., Kesehols1 J"'8 

14 p....,_-.., Pendent• Dmetu OnosKuelatan - Jutr*h ponyandong OM yang mondopetkan ,-.yanon uaahatan •- lll•ndar dolam 

l'onnuM• ,,..,,.,_. kvn.M w•khl Alu tehUtt .,~ 
Jumlah penyandong OM berduarbn angko prr,MMi OM t9$IOMld wil•JIWh ~ dolam 

kun,n Wll<lu Alu tahun pee/a tohun yang umo ,.,,.,..,,.,.,,_n - Sumber0.11 upon,,, S.S. ~ don Pengenda!,on l'enyol(.( Ttdak _... dan Kn- Jowa 



NO 
SASARAN 8TRATEGIS 

INOIKA TOR Kll';ERJA UT AMA (IKUI PENJEl.ASAN 
UNIT SKI'D KET 

SASARAN RPJMOYANG PENANGGUNG JAWA8 
SASARAN RENSTRA SKPD DIM:U 

- 15 Pol•yan•n KeHhot•n Or•ng dengan OnuKeMhatM 
Gongguan J,wo Bent 

Ju,,.n OOGJ t»rot (Po/kook/~ -yoh ket]a .uM<ota ,.1111 ,.-,,.i ,-.yw,.n k-l•n 
~Perlwt.flf'lfl•n t'J!I "'°"'°'" ~~" f!.JUa' .-ndllr del•m lwrun wektu f:!.lu t!l!!!!? .,~ 

Junwh OOGJ t»rot (PoikobkJ Y""II eda <I v.,loyoh ke()II k•llll<ota <lotam kuNn wtktu ,.,. 
r.hun y•ng same 

TlpePlo-n Kumul.., 
SumberOoto ~ S.h, Ptnceoohan dan Ptngendah•n Peny.11k1t Tldllk Monulor d.ln Koo-n J,wo 

7 ~Kuol,to1 19 Po.-oM Puskesmos - INlp bllP Formu/aa,Petflt-n : J,mlahPu3h•~ R-lnaer!!!!l!dibo!!JI!!! 0.-l<eMNlan 
Pongelolun Umum clan kecamalan .,~ 
~n Jumlah l«<ltn91on d Klltwpare,, Kllrowo1111 dalom lwrvn woldu "'" lohun y1ng ,..,... 

r..,.~ : K&,w-, 
Sumbttr Dote ~~u,,,..,,d«I~ 



No. Sasaran Strategis Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Utama Penjelasan (formulasi pengukuran, Unit SKPD Ket. tipe penghitungan, sumber data) Penanggung Jawab 

l. Formulasi Pengukuran : 

Meningkatnya Kualitas Panjang jalan kabupaten dalam 
dan Kuantitas Pelayanan Persentase Panjang Jalan kondisi baik dibagi Jumlah total 

Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur di Kabupaten Kabupaten yang ditingkatkan panjang jalan kabupaten dikali 

Kuantitas Pelayanan 
Karawang seratus persen 

Dinas PUPR Infrastruktur Jalan yang 
Mantap dan Berkelanjutan Tipe penghitungan : 

Kumulatif 

Sumber data: 

Dinas PUPR 

2. Formulasi Pengukuran : Dinas PUPR 

Meningkatnya Kualitas dan Jumlah jembatan kabupaten daJam 
Kuantitas Pelayanan Persentase Jembatan kondisi baik dibagi Jumlah total 
Infrastruktur Jembatan yang Kabupaten yang Terbangun [jembatan kabupaten dikah seratus 
Mantap dan Berkelanjutan persen 

4. Indikator Kinerja Utama 

2. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah kabupaten sebagai daya dukung dan penunjang dalam melayani 
pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat wilayah terpadu. 

1. Meningkatkan kemantapan infrastruktur yang Berkelanjutan untuk pemenuhan pelayanan dasar daJam rangka mendukung 
peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, jasa, aktivitas sosial Budaya, pertanian, industri, 
pariwisala dan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mewujudkan Karawang 
yang mandiri, maju dan berdaya saing; 

3. Fungsi 

2. Togas Pokok 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. 

1. Nama Orgarrisasi 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 



Panjang drainase dalam kondisi baik 
dibagi Jumlah total panjang drainase 
kabupaten dikali seratus persen 

Dinas PUPR 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Pelayanan 

4. Infrastruktur Drainase dan 
Trotoar Jalan yang Mantap 
dan Berkelanjutan 

Persentase Panjang Saluran 
Drainase Jalan Kabupaten yang Fonnulasi Pengukuran: 
Terbangun 

Dinas PUPR 

Sumber data: 

Kumulatif 

Tipe penghitungan : 
Dinas PUPR 

Panjang saluran irigasi dalam kondisi 
baik dibagi Jumlah total panjang 
saluran irigasi kabupaten dikali 
seratus persen 

Formulasi Pengukuran : 

Dinas PUPR 

Sumber data: 

Kumulatif 

Tipe penghitungan : 

Persentase Panjang Saluran 
Irigasi Kabupaten yang 
Terbangun 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Pelayanan 
lnfrastruktur Jaringan 
lrigasi, Rawa dan Jaringan 
Pengairan Lainnya yang 
Mantap dan Berkelanjutan 

No. Ket. Penjelasan (formulasi pengukuran, Unit SKPD 
tipe penghitungan, sumber data) Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama Sasaran RPJMD Sasaran Strategis 

3. 



Dinas PUPR 

Dinas PUPR 

Sumber data: 

Tipe penghitungan : 

Kumulatif 

Panjang Saluran Pembuang dalam 
kondisi baik dibagi Jumlah total 
panjang Saluran Pembuang 

Panjang Saluran Kabupaten dikali seratus persen 
Kabupaten yang 

Formulasi Pengukuran : 

Dinas PUPR 

Sumber dala: 

Kumulatif 

Tipe penghitungan: 

Persentase 
Pembuang 
Terbangun 

Meningkatnya Kualitas dan 
Kuantitas Pelayanan 
lnfrastruktur Saluran 
Pembuang, Sungai, Danau 
dan Sumber Daya Air 
Lainnya yang Mantap dan 
Berkelanju tan 

5. 

Penjelasan (fonnulasi pengukuran, Unit SK.PD K t e . 
tipe penghitungan, sumber data) Penanggung Jawab Indikator Kinerja Utama Sasaran RPJMD Sasaran Strategis No. 



Sasaran Strategis Unit SKPD No. Sasaran RPJMD IKU Penjelasan Ket. Sasaran Renstra SKPD yang diacu Penangungjawab 

1. L Penduduk yang mendapat pelayanan air Dinas PRKP 
Tersedianya Sarana Meningkatnya x 100% dan Prasarana pengelo laan Cakupan 
Pemenuhan Air Bersih kawasan akses/layanan air [Penduduk Kabupaten Karawang 
untuk Masyarakat Pemukiman Layak min um 
Berpenghasilan Rendah Huni 

Penjelasan : Sumber data : 

Masyarakat terlayani air minum oleh jaringan 
RISPAM, PDAM, 
Dinkes, Bidang 

perpipaan (PDAM) dan ban gun an bukan Permukiman 
jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur 
gali dan sumur pompa. 

Tv2e Pemtltitungan: 
Kumulatif/Non K:u11rnlaaf 
Sumber Data : 

Bidang Permukiman 
- ~- 

4. Indikator Kinerja Utama 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman; 

Fungsi 
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
3. 

Tu gas 

Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perrnukiman (DPRKP) 
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

1. Nama Perangkat Daerah : 
2. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Bidang Pertamanan 
dan Pemakaman 

Sumber data : 

Cakupan penataan Penjelasan : 
Meningkatnya 
pengeloJaan 

L Seluruh luas tam.an yang ada 

x 100% 

L Luas Ta.man yang ditata 

1'ype Penghitungan : 
Kumulatif/Wen Kumuiatif 
Sumber Data : 
Bidana Perumahan 

Jumlah rumah layak huni tahun sekarang di 
bagi jumlah rumah di Kabupaten Karawang di 
kali seratus persen 

Rasio Rumah 
La.yak La.yak Huni 

Penjelasan : Meningkatnya 
pengelolaan 
kawasan 
Pemukiman 
Huni 

x 100% 

L Rumah (n) di Kabupaten Karawang 

Dinas PRKP L Rurnah Layak Huni (n) 

Penjelasan : 

Masyarakat terlayani air limbah adalah 
[jurnlah penduduk yang terlayani dengan 
septitank/MCK komunal/Sistem Pengelolaan 
Air Limbah- SPAL terpusat. 

1'ype Penghitungan : 
Kumulatif/Nen Kumulatif 
Sumber Data: 
Bidanz Permukiman 

Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas ruang 

Penyusunan 
Pendataan 
Perumahan, Survey 
RTHL by name by 
actress ( database 
perumahan), lap. 
Kecamatan 

Sumber data : 

Sumber data : SSK, 
RAD AMPL, Dinkes, 
BPS, DLHK, Bidang 
Permukiman 

Dinas PRKP L Penduduk yang terlayani sarana 
Pengelolaan Air Limbah yang memadai 

x 100% 
IYPenduduk Kabuoaten Karawana 

Calrupan 
akses/layanan 
pengelolaan Air 
Limbah yang lavak 

Meningkatnya 
2. Kuantitas dan Kualitas 

Rumah Layak Huni 

Ket. Penjelasan IKU 
Sasaran Strategis 

No. Sasaran Renstra SKPD 
Unit SKPD 

Penangungjawab Sasaran RPJMD 
vana diacu 



Bidang Pertamanan 
dan Pemakaman 

Sumber data : 

Penjelasan : 

L Seluruh PJU di Kab. Karawang 

·------------ x 100% 

L PJU yang clibangun dan dipelihara 

L Seluruh TPU, Makam Bersejarah dan TMP 

Cakupan 
Pem banzunan 

Bidang Pertamanan 
dan Pemakaman 

Sumber data: 

x 100% 

Penjelasan : 

Jumlah TPU, Makam Bersejarah dan Taman Dinas PRKP 
Makam Pahlawan yang ditata dibagi jumlah 
seluruh TPU, Makam Bersejarah dan Taman 
Makam Pahlawan yang ada di kali seratus 
persen 

Type Penghitungan : 
Kumulatif/Non Kum.\:llatif 
Sumber Data : 
Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

Bersejarah, Taman 
Makam Pahlawan 
secara 

Cakupan penataan 12.. 1 i-u, MaKam tserseJaran aan 1 Mt" yang en 
TPU, Makam t,:,t,:, 

Ket. 

. DinasPRKP 
Jumlah luas taman yang di tata dibagi dengan 
seluruh luas tarnan yang ada di kawasan 
publik perkotaan di kali seratus persen. 

Type Penghitungan: 
Kumulatif/Non Kumt1kitif 

Sumber Data: 

Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

Unit SKPD 
Penangu.ngjawab Penjelasan 

taman di kawasan 
Layak publik perkotaan 

IKU 

kawasan 
Pemukiman 
Huni 

Sasaran RPJMD 
yang diacu 

3. publik, taman kota 
serta RTH di kawasan 
pu blik perkotaan 

Sasaran Strategis 
No. Sasaran Renstra SKPD 



Sumber data : Bidang 
Permukiman 

Bidang Permukiman 

Sumber data: 

L. luas kawasan kumuh yang dibangun 

·--------------- x 100% 
L luas seluruh kawasan kumuh yang telah 
dibangun 

Type Penghitungan : 
Kumulatif/Mon Kumulatif 
Sumber Data: 
Bidang Permukiman 

Penjelasan : 

Tertanganinya Prasarana lnfrastruktur di 12 
wilayah kelurahan di Kabupaten Karawang 
yaitu berupa jalan lingkungan, jalan setapak 
dan drainase lingkungan. 

L panjang seluruh jaling, japak, drainase yang 
telah dibangun 

x 100% 

Penjelasan : 

T . k kum ha· K b Dinas PRKP ertanganmya awasan u 1 a upaten 
Karawang yaitu kawasan kumuh perkotaan 
dan kawasan kampung layak huni 

Type Penghitungan: 
Kumulatif/Non Kumulatif 
Sumber Data: 
Bidang Permukiman 

L panjangjaling, japak, drainase yang Dinas PRKP 

Penurunan 
Persentase 
Kawasan Kumuh 

Cakupan 
Pembangunan 
Prasarana 
lnfrastru ktur 
(Jaling, Japak dan 
Drainase) 

Meningkatnya 
pengelolaan 
kawasan 
Pemukiman Layak 
Huni 

4 
Meningkatnya kualitas 
Pelayanan Sarana dan 
Prasarana Dasar 
Perumahan dan 
Permukiman 

Ket. 

PJU di Kabupaten Jumlah PJU yang dibangun dan dipelihara umas t'J<.Kl"' 

Karawang dibagi jumlah PJU yang ada di Kab. Karawang 
kali seratus persen 
Type Penghitungan : 
Kumulatif/Non Kumulatif 
Sumber Data : 

Unit SKPD 
Penangungjawab 

Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

Penjelasan IKU 
yang diacu 

Sasaran RPJMD 
Sasaran Strategis 

No. Sasaran Renstra SKPD 



Sasaran Strategis Unit SK.PD 
No. Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penangungjawab 

Ket. 
Sasaran Renstra SK.PD diacu 

1. Meningkatnya ketentraman Meningkatnya Persentase aksi demo Formulasi pengukuran 
dan katertiban masyarakat Ketentraman dan dalam 1 tahun yang Jumlah demo yang ditangani 
dan perlindungan masyarakat Ketertiban umurn daerah tertangani dibagi jumlah aksi demo dalarn Sat Pol PP 

1 tahun dikali seratus persen 

Penjelasan : 

4. Indikator Kinerja Utarna 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparatur lainnya; 

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan 
Oaerah dan Peraturan Bupati; dan 

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bu pati 

3. Fungsi 

Menegakan Produk Hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
serta perlindungan masyarakat 
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Oaerah, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; 

Tugas Pokok 2. 

Satuan Palisi Parnong Praja Nama Organisasi 1. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Ket. 

Sat Pol PP 

Sat Pol PP 

Unit SKPD 
Penangungjawab 

Type Penghitungan . 

Penjelasan : 

Formulasi pengukuran 
Anggota Linmas Inti yang hadal 
dan profesional dibagi jumlah 
anggota linrnas yang ada di kali 
seratu s persen 

Type Penghitungan : 

Non Kumulatif 
Sumber Data : 
Bidang PPUD 

Penjelasan : 

Formulasi pengukuran 
Penanganan pelanggaran Perda 
dan Perbup dibagi jumlah 
Perda dan Perbup yang ada 
dikali seratus persen 

Non Kumulatif 
Sumber Data : 

Bidang Tibum dan Tranmas 

Type Penghitungan : 

Penjelasan 

Persentase Kasatgas 
Desa/ Kelurahan dan 
Anggota Linmas In ti 
Desa/Kelurahan yang 
handal dan profesional 

3. Meningkatnya wawasan dan Meningkatnya 
kemampuan kapasitas bagi Ketentram.an dan 
Kasatgas Desa/Kelurahan dan Ketertiban umum daerah 
anggota Linmas Inti Desa/ 
Kelurahan 

Persentase penegakan 
Perda dan Perbup 

2. Penegakan produk hukum Meningkatnya 
daerah secara adil, Ketentram.an dan 
konsekuen, tidak diskrirninatif Ketertiban umum daerah 

IKU 

' Sasaran Strategis 
No ....... ------------------------..--8-a_s_a_ra_n __ RP __ J_M __ D __ y_a_n_g__, 

Sasaran Renstra SKPD diacu 



No. 
Sasaran Strategis 

Sasaran Renstra SKPD 
Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan 

Unit SKPD 

diacu 
Penangungjawab 

Ket. 

Non Kumulatif 
Surnber Data : 
Bidanz Linmas 



Sasaran Strategis 
No. lKU Penjelasan Unit SKPD Ket. Sasaran RPJMD yang Sasaran Renstra SKPD diacu 

Penanggungjawab 

1 Terwujudnya Lingkungan Terwujudnya Prosentase Peningkatan Formulasi Pengbitu : Bidang Pencegahan 
Hidup yang Berkualitas Lingkungan Hidup Kemampuan tentang 

Jumlah Komunitas Masyarakat pada dan Kesiapsiagaan 
dengan Penyelenggaraan yang Berkualitas Kebencanaan di Daerah daerah rawan bencana yang dibina x 100% 
Penanggulangan Bencana Rawan Bencana JumJah Komunitas Masyarakat pada 
yang Tanggap dan Tangguh daerah rawan bencana ---· Tipe Penghitungan : Non Kumulatif 

Sumber Data : Bidang Pencegahan dan Kestapsiagaan 
Prosentase Penanganan Formulasi Penghitu: Jumlah Karban Bencana Yang ditangani X 100% Bidang Kedaruratan 
Kejadian Bencana Jurnlah Karban Bencana dan Logistik 

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif - Sumber Data : Bidanz Kedaruratan dan Lozistik 
Prosentase Penanganan Formulasi Penglutu : iumran uorek I eraameax. rang u1uwsan X 100% Bidang Rehabilitasi 
Rehabilitasi dan Jumlah Obyek Terdampak dan Rekonstruksi 
Rekonstruksi Tipe Penghitungan : Non Kumulatif - - - 

Sumber Data : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

4. lndikator Kinerja. Ucama 

3. Fungsi 

Sebagai Unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Ketentraman, Keteruban Umum dan Perlindungan 
Masvarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran serta Tuzas Pembantuan vanz dituaaskan keoada Daerah 
1. Perurnusan dan Penetapan Kebijakan Penanggu langan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan Bertindak Cc pat dan Tepat, Efektif dan Efisien 
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu dan Menyeluruh 

2. Togas 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1. Narna Perangkat Daerah 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



No Sasaran Strategis Unit SKPD Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penangungjawab Ket. . Sasaran Renstra SKPD diacu 
l. Meningkatnya partisipasi Meningkatnya partisipasi Persentase masyarakat Formulasi Penghitungan : 

masyarakat terhadap masyarakat dalam Pemilu yang mengiku ti Jumlah masyarakat yang 
pendidikan politik berwawasan pembinaan per tahun dibina tahun n dibagi dengan 
kebangsaan sebagai upaya target masyarakat yang dibina 
mengoptimalkan pelaksanaan tahun 2016-2021 dikali 
nilai-nilai kebangsaan dalam seratus persen 
kehidupan berdemokrasi 

Kantor Kesbangpol 

Penjelasan : 

1'vPe Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Sumber Data : 
Kantor Kesbangpol 

4. Indikator Kinerja Uta.ma 

3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintaha daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
dalam Negeri 

2. Togas Pokok 

3. Fungsi 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah 
1. Penyusunan kebijakan teknis/ atau bahan kebijakan pemerintah daerh di bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik OaJam Negeri 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri 

l. Nama Organisasi 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



No 
Sasaran Strategis Unit SKPD 

Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penangungjawab Ket. . diacu 
Persentase penanganan Formulasi Penghitungan : 
konflik sosial yang Jumlah konflik sosial yang 
terjadi di Kabupaten tertangani dibagi dengan 
Karawang jumlah konflik sosial yang Kantor Kesbangpol 

terjadi dikali seratus persen 

Penjelasan : 

TvQe Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Sumber Data : 
Kantor Kesbanzool 



Ro. Saearan Stratepa IK U Penjela•n Unit SKPD Ket 

Sa_,an Ren.tra SKPD Saa.ran RPJMD yang dlacu Penanqunlfawab 

1. Peningkatan Meningkal nya peluang kerja Persentase PMKS yang E2rmldl~§i Pen&Ykuran ; 1) Bidang 
keberfungsian sosial Menerima Bantuan Soslal Perlindungan dan 
dan kemandirian PMKS Jumlah PMKS yang Menerima Jaminan Sosial, 2) 
(Penynndang Masalah Bantuan Sosial dibagi Bidang Rehabilitasi 
Kesejn.hteraan Sosial) Jumlah PMKS Keseluruhan Sosial, dan 3) Bidang 
penerima manfaat dikali seratus persen Pemberdayaan Sosial. 
pelayanan 
kesejnhteraan sosial 

Ti~ ~nsbi tJ,mQB.n : 
Kumulatif 
SMmber da~f!: 
Dinas Sosial Kabupaten 
Karawang 

2. Peningkatan Kualitas Meningkatnya peluang kerja Presentase PSKS yan,~ Formyl~w. ~D&Ykuran : Bidang Pcmberdayaan 
PSKS (Potensi dan Aktif Memberikan Presentase PSKS Aktif Sosial 
Sumber Kesejahterann Pelayanan Kesejateraan yang 

Memberikan Pclayanan 
Sosial) Sosial Kesejateraan Sosial dibagi 

Jumlah PSKS Keseluruhan 
dikali seratus persen 

l'T'int'! oenahitunean · 

3. Fungsi 

Membantu Bupati dalam mclaksanakan urusan Pcmerintahan yang menjadi kewcnangan daerah Bidang Sosial dan 
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daeruh 

1. Perumusan kebijakan tcknis Dinas dan / a tau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Sosial; 
3. Petaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Bidang Sosial; 
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan fungsinya; dan 
5. Pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2. 1'ugM Pokok 

Dtnas Sosial 1. Namn Perangkat Daerah : 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARAWANG 

\ 



SASARAN STRATEGIS SKPD NO 
uro PEBJELASAN PENANGGUNG KET SASARA.N RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD JAWAB 

l Meningkatnya ImpJementasi Meningkatnya pemberdayaan Caku pan Pemaharnan pengarusutamaan Gender perempuan Pengarusutamaan Gender Jumlah OPD yang memiliki data dan Kualitas Perempuan 
Formulasi terpilah/Jumlah OPD Kabupaten 

Karawang x 100 % 
DP3A 

Tipe Perhitungan : Kumulatif 

Surnber data : DP3A 
Persentase Kelompok 
Perempuan yang mendapat Jumlah kelompok perempuan yang 
pernbinaan Program difasilitasi pembinaan 
Pemberdayaan Perempuan Fonnulasi pemberdayaan perempuan/ Jumlah 

kelompok Perempuan yang dibina x 
100% DP3A 

Tipe Perhitungan : Kumulatif 

_l 
Sumber data · DP3A 

4. Indikator Kinerja Utama 

3. 
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pernerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Tugas Pokok 

Fungsi 

2. 
DINAS PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG Nama Organisasi 

1. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 



SKPD SASARAN STRATEGIS 
PENJELASAN PENANGGUNO KET NO IKU 

JAWAB SASARAN RENSTRA SKPD SASARAN RPJMD 

2 Meningkatnya capaian kota Meningkatnya perlindungan Am Persentase nilai indikator Jumlah nilai evaluasi KLA yang layak anak KLA yang terpenuhi 
Forrnulasi dicapai / Jumlah nilai maksimal 

indikator KLA x l 00 
DP3A 

Tipe Perhitungan : Kumulatif 

Sumber data : DP3A 
Persentase perempuan dan 3 Optimalnya pencegahan dan 

Jumlah Korban kekerasan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan 
(perempuan dan anak) yang Perempuan Dan Anak korban TPPO yang terlayani sesuai Formulasi terlayani/ Jumlah total kasus kekerasan termasuk TPPO dengan standar 
kekerasan yang dilaporkan DP3A 

Tipe Perhitungan : Kumulatif 

Sumber data : P2TP2A 
Rasio Perempuan korban 

Jumlah korban kekerasan kekerasan dan TPPO 
Formulasi perempuan / jumlah penduduk (per 1000 perempuan) perempuan x 1000 

DP3A 

Tipe Perhitungan : Kumulatif 

Sumberdata : P2TP2A 



Sasaran Strategis 
Unit SK.PD No. Indikator Kinerja Utama Penjelasan Ket. 

Sasaran Renstra SK.PD Sasaran RPJMD Penangung jawab 
yang diacu 

1. Pencari Kerja yang Meningkatnya l Besaran Tenaga Kerja yang Formulasi : Tenaga Keda yang dilatih x 1000/o Dinas Tenaga 
berkompetensi dan peluang kerja Mendapat Pelatihan Penghitungan: Pendaftar PBK Kerja dan 

Berbasis Kompetensi (PBK) 1'ipe : Non Kumulatif Transmigrasi 

$umber Data : Disnakertrans Karawang 
Karawang 

2 Besaran Tenaga Kerja yang Formulasi 
Mendapat Pelatihan Penghitungan: : Tenaga Keda yang dilatih x 100% 
Berbasis Masyarakat Pendaftar PBM 
(PBM) 

Tipe : Non Kumulatif 
Penghitungan 
Sumber Data : Disnakertrans Karawang 

3 Besaran Tenaga Kerja yang : Tenaga Keda yang dilatih x 100% 
Mendapat Pelatihan Pendaftar PK 
Berbasis Kewirausahaan 
(PK) 

Tipe : Non Kumulatif 

Sumber Data : Disnakertrans Karawang 

4. lndikator Kinerja Utama 

Fungsi 3. 

Togas Pokok 2. 

Nama Organisa si Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupau melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada Daerah. 
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; 
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan 

bidang transrnigrasi; 
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi. 

l. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Sasaran Strategis 
Unit SKPD No. Indikator Kinerja Utama Penjelasan Ket. 

Sasaran Renstra SKPD 
Sasaran RPJMD Penangung jawab 

yang diacu 
2 Penyerapan tenaga kerja Meningkatnya 4 Besaran Pencari Kerja : Pencari Kerja yang Ditem2atkan x 100% Dinas Tenaga 

penganggur dan peluang kerja yang Terdaftar yang Pencari Kerja terdaftar Kerja dan 
setengah penganggur ditempatkan Transmigrasi 

Tipe : Non Kumulatif 
Karawang 

Sumber Data : Disnakertrans Karawang 

3 Peningkatan Meningkatnya 5 Besaran Kasus yang : Kasus iang diselesaikan dengan PB x 100% Dinas Tenaga 
kesejahteraan pekerja peluang kerja Diselesaikan dengan Kasus yang dicatat Kerja dan 
dan berkurangnya kasus Perjanjian Bersama Transmigrasi 
- - ·- _,;_;,_ - ·- Karawang 

Tipe : Non Kumulatif 
Penghitungan 

Sumber Data : Disnakertrans Karawang 



Sasaran Strategis Unit SKPD No. nru Penjelasan Ket. 
Sasaran Ren.stra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penanggungjawab 

1 Meningkatnya cakupan Meningkatnya cakupan layanan Persentase penanganan Formulasi Penghitungan: Volume sarnpah Bidang Kebersihan, 
tayanan persau I paha n a.lJ u.U .. uuzn, pcraaznpchan, <-<>mrah. !:'Prknt:,i~n vane: ditanzani + Volume produksi Pengelolaan Sampah dan 

drainase dan pengelolaan air sampan x 1000/o Lunbah 
limbah 

Tipe penghitungan: Kumulatif 

Sumber data: Bidang Kebersihan, 
Pengelolaan Sampah dan Limbah 

2 Meningkatnya kualitas dan Terwujudnya Iingkungan hidup lndeks Kualitas Formulasi Penghitungan: JKLH Karawang Bidang Pengendalian 
kelestarian lingkungan hidup yang berkualitas Lingkungan Hidup = (30%*IKA) + (30%*lKU) + (40%* IKTL) Pencemaran, Kerusakan 
untuk meningkatkan daya IKA = lndeks Kualitas Air dan Konservasi 
dukung lingkungan IKU = lndeks Kualitas Udara Lingkungan 

IKTL = lndeks Kualitas Tu.tupan Lahan 

Tipe penghitungan: Kumulatif 

Sumber data: Bidang Pengendalian 
Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi 
Lingkungan 

Dinas Lingkungan H.idup dan Kebersihan 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang 
kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 
1. Penyusunan kebijakan tekriis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli 

kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan 
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kebutanan 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Lingkungan 

hidup dan bidang kehutanan 
4. Pelaksanaan adrninistrasi Dinas sesuai dengan tugasnya 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

3. Fungsi 

1. Nama Perangkat Daerah 

2. Tugas 



Sasaran Strategis 2 Unit SKPD No. IKU Penjelasan Penanggungjawab Ket. 
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang dlacu 

3 Terselenggaranya layanan Terwujudnya lingkungan hidup Persen tase penanganan Formulasi Penghitungan: Jumlah Bidang Penaatan 
tindaklanjutpengaduan yang berkualitas pengaduan pengaduan masyarakat akibat adanya Peraturan Lingkungan 
dugaan pencemaran dan/atau dugaan pencemaran dan/atau perusakan 
perusakan lingkungan hidup lingkungan hidup yang ditindaklanjutJ .,_ 

Jumlah pengaduan yang diterima dalam 
1 tahun x 100% 

Tipe penghitungan: Non Kumulati.f 

Sumber data: Bidang Penaatan Peraturan 
Llngkungan 



SASARAN STRATEGlS UNIT SKPD KETERANGA 
NO SASARAN RPJMD YANG IlfDIKATOR KINERJA UT.AMA FORMULASI/PEl'f JELASAN PENANGGUNG 

N SASARA!f RENSTRA SKPD DIA CU JAWAB 
t 2 3 4 s 6 7 
1. Menmgkatnya pelayanar Merungkatnya tatakelola Cakupan Penerbuan Kanu Keluarga (KK] Fonnulasl Perhltunnn : dokumen adrmrustrasr pemenntahan yang bersih dan I 

La po ran 
kependudukan dan eflsien Jumlah KK yang dlterbltkan pada tahun (.r) Disdukcatpil Disdukcatpil 
pencatatan siprl [urntati kt:pala kt:luarga dalam satu wtlayah pada tahu-n (.r) x lOO" 

'":"i..,c r'~ ::::\.,o.:":.g.c..:- • "'=- Vu...,...ul~tff 

Sumber Data : Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang PIAK 

2 Cakupan Penerbuan Kartu Tande Formulas! Perhitunean : Penduduk Elektronik (KTP-el) La po ran 
}um/ah KT Pel yang dlterbltkan pada tahun (x) 

• 100" 
Disdukcatprl Disdukcatpil 

Jumlah penduduk wajlb KTP pada tahun (.r) 

Tipe perhuungan : Non Kumulatif 

Sumber Data : Bidang Pendaflaran Pcnduduk dan Bidang PIAK 

3 Cakupan KepemJlikan Aleta Kelahiran Formulasl Perhftu.D.2an: 

Jumlah kef2!!!.milikan a/eta kelaiuran s.d. tahun berialan x J 00 96 Disdukcatpil La po ran 
Jumlah penduduk tohun berjalan Disdukcatpil 

Tipe perhuungan : Kumulauf 

Sumber Data : Bidang Pencatatan S1pil den Bidang PIAK 

INDIKATO KINERJA UTAMA 

4 Pelaksanaan adrmnistrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 
5 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan Bupau terkait dengan tugas den fungsmya. 

UNIT ORGANISASI 
TUGAS POKOK 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPlL 
: Melaksanakan urusan pernermtahan yang menjadi kewenangan daerah bidang adrmrustraar kependudukan dan pencatatan srpi) dan tugas pernbantuan yang ditugaskan kepada 
I. Perumusan kebjjakan tekrus Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam ha! penyelcnggaraan urusan pernermtahan yang menjadi kewenangan daerah brdang admirustrasi 
kependuduka.n dan pencatalan sipr; 
2. Pcnyelenggaraan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah bidang adrmnistrasi kepcndudukan dan pencatatan srptl; 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelcnggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Slpll; 

FUNG SI 

INDIKATOR KlNERJA UTAMA 



Sasaran Strategis 
No Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Unit SKPD Ket. . Sasaran Renstra SKPD diacu Penangungjawab 

1. Peningk.atan kapasitas Pengentasan Desa Caku pan desa yang telah 
aparatur pemerintahan sangat tertinggal menerapkan aku ntabili tas 
desa (297 desa / 297 desa x 

100% = 100%) 
Penjelasan : 

Jurnlah desa yang tel ah 
menerapkan akuntabilitas / Dinas Pemberdayaan 
Jumlah desa keseluruhan x Masyarakat dan Desa 
100% 

1'voe Penghitungan: 
Kumulatif 
Sumber Data : 
Dinas Pemberdayaan 
M asvaraka t dan Desa 

4. Indikator Kinerja Utama 

3. Pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjacli kewenangan 
Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 
5. Pelaksanaan rungsi lam yang clili1::1 ikan ulelr Bupati scsuai dengar h1g~c: d~n fungsinva, 

2. Pclaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan rnasyarakat dan desa 

l. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalah hal pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

3. Fungsi 

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Tugas Pokok 2. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nama Organisasi l. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Sasaran Strategis 
No Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Unit SK.PD Ket. Sasaran Renstra SKPD diacu Penangungjawab 

2. Pengentasan Desa Sangat Desa Sangat Tertinggal / 
Tertinggal jumlah desa keseluruhan x 

100% (7 Dcsa Sangat 
Tertinggal/297 Desa x 100% 
= 2.35%1 

Penjelasan : Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Jumlah desa sangat tertinggal / 
uurnlah seluruh desa di 
Kabu paten Karawang x 100% 

Tvoe Penghitungan : 
Kumulatif 
Sumber Data: 
Dinas Pemberdayaan 
Masvarakat dan Desa 

3. Peningkatan infrastruktur Peningkatan status 
perdesaan yang menjadi infrastruktur pedesaan yang 
kewenangan desa menjadi kewenangan desa 

(297 desa / 297 desa x 100 
% = 100%) 

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Penjelasan : 

Jumlah infrastru ktu r / Jumlah 
desax 100% 

Tvoe Penimitungan : 
Kumulatif 
Sumber Data: 
Dinas Pemberdayaan . vtasvarakal clan Desa 



Sasaran Strategis 
No Sasaran RPJMD yang JKU Penjelasan Unit SKPD Ket. . Sasaran Renstra SKPD diacu Penangungjawab 

4. Cakupan desa yang telab Persentase desa yang 
menerapkan pola mendapatkan pembinaan 
keswadayaan dan pola keswadayaan dan 
penerapan bhakti gotong- bhakti gotong royong Dinas Pemberdayaan 
royong masyarakat pedesaan ( 1 Masyarakat dan Desa 

desa / 297 desa x 100% = 
0,33%) 

Penjelasan : 

Jumlah des a yang tel ah 
mPn Pr::i_!)kan oola keswadayaan 
dan bhakti go tong royong 
masyarakat pedesaan / Jumlah 
desa keseluruhan x 100% 

Tvpe Penghi tungan : 
Kumulatif 
Sumber Data: 
Din as Pem berdayaan 
Masvarakat dan Desa 

5. Meningkatkan desa yang Penerapan inovasi Teknologi 
memiliki dan Tepat Guna (TIG) (3 desa / 
mengimple mentasikan 29 posyantek x 100% = 

inovasi Teknologi Tepat 10,34 %) Dinas Pemberdayaan 
Guna (TTG) serta Masyarakat dan Desa 
peningkaLan kualitas 
lembaga ekonomi 
masvarakat oedesaan 



Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Type Penghitungan: 
Kumulatif 
Sumber Data: 
Dinas Pemberdayaan 
Masvarakat dan Desa 

Jumlah BUMDes yang telah 
meningkat kinerjanya / Jurnlah 
BUMDes keseluruhan x 100% 

Penjelasan : 

1'ype Penghitungan : 
Kumulatif 
Sumber Data : 
Dinas Pemberdayaan 
Masvarakat dan Desa 

Bumdes / 297 Bumdes x 
100% = 100% 

Cakupan Sadan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) yang 

Penjelasan : Jumlah posyantek 
terpilih untuk dilombakan di 
Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Tingkat Provinsi/ Jumlah 
posyantek keseluruhan x 100% 

Sasaran RPJMD yang 
diacu Sasaran Renstra SKPD Ket. Unit SKPD 

Penangungjawab Penjelasan 
Sasaran Strategis 

No Jl{U 



Sasaran Strategis Unit SKPD 
No. Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Penangungjawab Ket. 

Sasaran Renstra SKPD diacu 
1. Total Fertility Rate (TFR) Terkendalinya Dinas Pengendalian 

pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan 
penduduk dan Penduduk Keluarga Berencana 

Penjelasan : 
Formulasi Penzukuran : 

. 
(pt y- r= - -1 
,PQJ 

4. Indikator Kinerja Utama 

3. Fungsi 

Tugas Pokok 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah 

l. Penyusunan kebijakan teknis dinas dan/ atau bahan kebijakan daerah daJam haJ pelaksanaan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan 
daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

4. Pelaksanaan adm.inistrasi dinas sesuai dengan tugasnya; 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Na.ma Organisasi l. 

2. 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



lserencana 

Sasaran Strategis 
UnitSKPD 

No. Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Ket. 
Sasaran Renstra SKPD cliacu Penangungjawab 

Keterangan : 
r : Laju Pertumbuhan 

Penduduk 
t : J angka Waktu 
Pt : Jumlah Penduduk pada 

Tahun t 
Po : Jumlah Penduduk pada 

Tahun Dasar 

Tvne Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Surnber Data : 
Dinas Pengendalian 
penduduk dan Keluarga 



SASARAN STRATEGIS 
IKU PENJELASAN SKPD PENANGGUNG KET. NO. 

SASARAN RPJMD SASARAN RENSTRA SKPD JAWAB 

Formulas, 
0.4 rasio Angkutan Jalan = Janngan TrayekAngkutan Umum I 

Membangun system jaringan 
Total Jaringan Trayek Kabupaten x 100% 

transportasi yang terpadu di Persentase Jaringan Trayek nee Pemrtungan KumulaUf Dmas Perhubungan 
Wilayah Kabupaten Karawang 

S!....:-~'= .. n .... ., - Data Angkutan Umum Dlnas Perhubungan Kab Karawang, 
Udld Jcs1i11yon joia11 D;11u ... r:Jr:1 :-'...=~. X.:~ -"':; 

Monlngkatnya Kualltas dan 
Jumlah uJI bel'l(ala I Jumlah taman KBWU x100 % I. Kuantltas lnfrastruktur di 

Kabupaten Karawang Melaksanakan Peraturan dan Formulas! 
Perundang-Undangan yang 

Persentase Kepatuhan Para KBWU = Ta man Kendaraan Bennolor WaJib UJI Omas Perhubungan Pem1hk Kendaraan 
ditetapkan Tipe PerhitunQan Non Kumulatif 

SumberData UPTD Pengu11an Kendaraan Bennotor 

Meningkatkan Pelayanan Persentase Penurunan 
Formulas] Area rawan macet I Personil Gatur laluluitas x 100 % 

Penyelenggaraan Perhubungan Kemacetan Tipe Pertutungan Kumulatif 
Dinas Perhubungan 

SumberData Dmas Perhubungan Kab. Karawang 

Jumlah alat pertengkapan Jalan yang terpasang pada Jalan 
Formulas, Kabupaten I Jumlah Total Kebutuhan alat per1engakapan jatan 

Kabupaten x 100 % 

Tersedianya Sarana dan Persentase sarana dan 
Dinas Pemubungan Prasarana Perhubungan prasarana Perhubungan Tipe Perhitungan Kumulabf 

SumberData Dinas Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 
2 Tahun 2013 

Sumber Data Omas Pemubungan Kab Karawang 

4. lndikator Kmerja Utama 

Dinas Perhubungan 
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan 
1. Penyusunan kebijakan tekrns dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah bidang perhubungan; 
2. Pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan; 
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan; 
4. Pelaksanaan adrninistrasi dinas sesuai denzan tuzasnva: 
5. Pelaksanaan fungsi Lain yang dibenkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsmya. 

I. Nama Organisasi 
2. Togas Pokok 
3. Fungsi 

INDIKATOR KINERJA UT AMA 
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARAWANG 



SASARAN STRATEGIS/SABARAN 

NO SABARAN RENSTRA SASARAN RPJMD YANG IKU PENJELASA.N UNITSKPD KETERANGAN 
PENANGGUNG JAWAB 

SKPI> DIA CU 

l Meningkatnya Meningkatnya tata kelola Peningkatan Nilai lndeks Formulasi Penghitungan : Dinas Komunikasi dan 
pcmanfaatan sistern pemerintahan yang Sistem Pcmerintaban Penjumlahan dari Nilai lnformatika Kabupatcn 
~ifOii"uQ~ dar ••~l'\lnei bersih dan berwibawa Berbasis Elektronik Setiap Indikator x Nilai Karawang 
dalam pemerintahan (SPBE) dan Kemenpan ~t:Wc:ttculgcut A BuLvt 
daerah -- RB lndikator - - - 

Tipe Penghitungan : Non 
- - Kumulatif - - Sumber Data: Kemenpan 

,_ RR 

- - - 
- - - -- - 

Prosentase Dokumen Formulasi Penghitungan : Dinas Kornunikasi dan 
Perencanaan SPBE: (Dokumcn Perencanaan lnformatika Kabupaten 

SPBE: yang Karawang 
d imiliki I Dokurnen 
Perencanaan SPBE yang 

- dibutuhkanl*l00% - 
Tipe Penghitungan : 
Kumutatif - - ,_ - 
Sumber Data : Hasil 
Pendataan ke SKPD 

- 

Cakupan SKPD yang Formulasi Penghitungan : Dinas Komunikasi dan 
mengimplementasikan (Jumlah SKPD yang sudah lnformauka Kabupaten 
SPBE memililo website dan Karawang 

aplikasi online / Jumlah 
SKPD yang Ada) 100°,, 

3 Fungsi 

Dinas Korrrunikast dan lnforrnauka Kabupaten Karawang 
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan urusan pcmcrintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang 
kornunikasr dan informatika. bidanz nersandtan dan tuzas oembantuan vane dituzaskan keoada Daerah 
1 Perumusan kebijakan tekrus dmas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam ha! penyelenggaraan urusan pemerintahan 

vanz meniadi kewenanean daerah bidanz kornunikasr dan informatika dan bidana oersandian 
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komumkasi dan informatika dan 

bidane oersandian 
3 Pelaksanaan evaluasi dan pclaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang 

komumkasi dan informatika dan bidanz oersandian 
4 Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya 
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya 

l Nama Organisasi 
2 Togas Pokok 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



SASARAN STRATEGIS/SASARAN 

NO SASARAN RENSTRA SASARA.N RPJMD YANG IKU PENJELASAN UNITSKPD KET ERAN GAN 
SKPD DIA CU 

PENANGGUNG JAWAB 

Tipe Penghitungan : 
Kumulatif 
Sumber Data : Hasil 
Pendataan ke SKPD 

- 

Pemeringkatan Formulasi Penghitungan : Dinas Komunikasi dan SAQ = Self 
keterbukaan informasi Score (Verifikasi SAQ + VLA lnfonnatika Kabupaten Assessment 
(dari Komrsi lnformasi + Visitasi) : 3 Karawang Quesioner, VLA = 
Publik) Verifikasi 

- Lan iu tan Acal< 
Tipe Penghitungan: Non 
Kumulatif - 
Sumber Data : Komis, 

llnfnrmi:isi P11hlilc 



Sasaran Stratelds Unit SKPD 
No. Sasaran RPJMD yang diacu 

IKU Penjelasan Penanggungjawa Ket 
Saaaran Renstra SKPD b 

n-n1x100% 
n" 

Meningkatnya 
Meningkatnya tata kelola Peningkatan Formulasi Penghitungan : n = Tahun Bertalan 

1 Pertumbuhan lnve stasi 
pemerintah yang bersih dan Nilai lnvestasi n-1 = Tahun Sebelumnya DPMPTSP 

efisien PMAdan PMDN 
Tine nenahitunzan : Non Kumulatif 
Sumber data : DPMPTSP Kah. Karawanz 

IKM = Tot1I dart Nllal Ptnepsl per Unsur x Nila, Pemmbang 
Tow unsur yang tensl 

Meningkatnya Kualitas lndeks Formulasi Penghitungan : 
Meningkatnya tata kelola Dimana : 

2 Pelayanan Perizinan dan pemenntah yang bersih dan 
Kepuasan 

Jumlah Bobot DPMPTSP 
Non Perizinan Sesuai Masyarakat Bobet Nilar Rata - rata tertJmbang = lah 

Standar Pelayanan Publik 
efisien (IKM) )um Unsur 

Tine nenahitunzan : Non Kumulatif 

Sumber data : DPMPTSP Kab. Karawang 

: Dmas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman 
modal, fungsi pelayanan terpadu satu pin tu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 
: a. Perumusan kebijakan tekrus Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hat penyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjacli kewenangan 
daerah bidang penanaman modal, Iungsi pelayanan terpadu satu pintu: 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pernerintah yang rnenjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi 
pelayanan terpadu satu pin tu; 

d. Pelaksanaan adrninistrasi Dins sesuai dengan tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungeinya, 

· Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

3. Fungsi 

1. Nama Pcrangkat 
Dae rah 
2.Tugas 



Sasaran Strategis 
IKU Penjelasan Unit SKPD Ket. No. Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penangungjawab 

1. Terwujudnya destinasi Meningkatnya pariwisata 
pariwisata yang berbasis budaya lokal Jumlah wisatawan 

Penjelasan : 

Formulasi Pengykuran : 
Dinas Pariwisata dan 

Jumlah ku nj ungan wisatawan Kebudayaan 

Tvne Penghitungan : 
Kumulatif 

Sumber Data : 
Bidang Pemasaran 

4. Indikator Kinerja Utama 

2. Penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang 
kebudayaan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pclaporan penyelenggaraan uru san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
bidang pariwisata dan kebudayaan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya; 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesua.i dengan tugas dan fungsinya. 

3. Fungsi 

2. Togas Pokok 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata 
danbidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 
1. Penysunan kebijakan teknis Dinas dan/ atau bahan kebijakan daerah dalah hal pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang rnenjadi kewenangan daerah bidang pariwisala dan bidang kebudayaan, 

1. Nama O rganisasi 

INDKATOR KINERJA UTAMA 



Sasaran Strategis 

No. IKU Penjelasan Unit SKPD Ket. 
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penangungjawab 

Jumlah PAD sektor Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 
pariwisata Kebudayaan 

Formulasi Pengukuran : 

Jumlah PAD sektor pariwisata 

Tvoe Penghitungan : 
Kumulatif 

~11mhPr Data : 

Bidang Destinasi Pariwisata 

Jumlah jenis usaha Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 
kepariwisataan Kebudayaan 

Formulasi Penzukuran : 

Jumlah jenis usaha 
kepariwisataan 

Tvoe Penghitungan: 
Kumulatif 

Sumber Data : 

Bidang Destinasi Pariwisata 



Sasaran Strategis 

No. IKU Unit SKPD 
Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penjelasan Penangungjawab Ket. 

Jumlah ODTW 
unggulan yang akan Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 

dikembangkan Kebudayaan 

- 
Fonnulasi PenroJkuran : 

- 
Jumlah ODTW unggulan yang 
akan dikembangkan 

Tv12e Penghitungan : 
Kumulatif 

Sumber Data : 

Bidang Destinasi Panwisata 

Jurnlah keiku tsertaan 
dalam pameran Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 

pariwisata Kebudayaan 

Fonnulasi Penzukuran : 

Jumlah keiku tsertaan parneran 
pariwisata 

Tvpe Penl:!hitungan~ 
Kumulatif 

Sumber Data: 
Bidang Pemasaran 



Sasuan Strategis 

No. IKU Penjelasan Unit SK.PD Ket. Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu Penangungjawab 

Jurnlah promosi 
pariwisata dan budaya Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 
melalui IT Kebudayaan 

Fonnulasi Pengukuran : 

Jumlah promosi pariwisata dan 
budaya melalui IT 

- - - Tvne Penghitungan : 
Kumulatif 

Sum ber Data : 
Bidang Pemasaran 

2. Terwujudnya pelestarian Meningkatnya pariwisata Jumlah grup kesenian 
dan pengembangan yang berbasis budaya lokal Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 

budaya daerah Kebudayaan 

Formulasi Penggkuran: 
Jumlah grup kesenian 

Tvoe Penghitungan: 
Kumulatif 

Sum ber Data : 
Bidang kebudayaan 

Jumlah 
penyelenggaraan 

Penjelasan : Dinas Pariwisata dan 
pertunjukan Kebudayaan 
kebudayaan tradisional 

r . 
Formulasi Penggkuran: 



Sumber Data : 
Bidanz Kebudavaan 

Type Penghitungan : 
Non Kumulatif 

Jumlah situs sejarah dan cagar 
budaya yang terkelola dengan 
bail< 

Formulasi Pengukuran : 

Jumlah situs sejarah 
dan cagar budaya yang Penjelasan : 
terkelola dengan baik 

Type Penghitungan: 
Kumulatif 

Jumlah penyelenggaraan 
pertunjukan kebudayaan 
tradisional loka1 serta f estiva1 
seni dan budaya 

- 

Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan 

Sasaran Renstra SKPD Sasaran RPJMD yang diacu No. IKU Ket. Unit SKPD 
Penangungjawab Penjelasan 

Sasaran Strategis 

Sumber Data : 
Bidang kebudayaan 



SASARAN STRATEGIS 
1110 I Sasaran RPJMD yang urn Penjelasan Unit SKPD Ket. SA saran Penanggungjawab 

Renstra SKPD diacu 

1 Meningkatnya Meningkatnya tata Cakupan pengelola Formulasi Pen~kuran: Bidang Perpustakaan 
pelayanan kelola pemerintah yang perpustakaan Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan 
terhadap bersih dan efisien desa/kelurahan yang 
pemustaka dan telah terbina x 100% 
manaiemen Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan 

Ti2e Penghituniran : 
Kumulatif 
Sumber Data 
Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada 
Pernustakaan Sekolah Pernustakaan Desa 

Cakupan pengelola Formulasi Penlrakuran : 
perpustakaan sekolah Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang 
yang telah terbina 

x 100% 
Jumlah pengelola perpustakaan sekolah 

Ti2e Penghitungan : 
Kumulatif 
Sumber Data 
Laporan Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada 
Perpusrakaan Sekolah, Perpustakaan Desa 

3. Fungsi 

l. Nama Perangkat : 
2. Togas 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan 
kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 
a. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah daJam hal penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pe 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

4. lndikator Kinerja Utama : 

INDIKA TOR KINERJA UT AMA (IKU) 



SASARAN STRATEGIS 
NO Sasaran Sasaran RPJMD yang nro Penjelasan Unit SKPD Ket. 

Renstra SKPD diacu Penanggungjawab 

Persentase peningkatan Formulasi Pen2Ukuran: 
Bidang Perpustakaan pemustaka 

Jumlah Pemustaka yang Berkunjung 

x 100% 
Jumlah Penduduk Karawang Usia 10 s/d 58 

TiRe Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Sumber Data 
Laporan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan 
Membaca Untuk Mendoronz Terwuiudnva 

2 Meningkatnya Cakupan dokumen Formulasi Pen~an : Bidang Kearsipan 
pelayanan arsip yang te!21-, Jumlah dokumen arsip yang di Input 
administrasi terintegrasi dengan 
kearsipan Sistem Jnformasi x 100% 

Manajemen Arsip Jurnlah Keseluruhan 
Daerah (SIM ARDA) 

TiRe Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Swnber Data 
Laporan lmplementasi SIM ARDA 



0 - --- C'•-·•~CI I I I I I a.>a.~-.,a--- ~-----....:~ Unit SKPD 
No. Sasaran RPJMD IKU Penjelasan g~·. 

Sasaran Renstra SKPD yang diacu Penangungjawab 

1. Tercapainya Target Produksi Meningkatnya PB= PB (n-1) + (PB (n-1)) X 1%) 
Perikanan Budidaya pendapatan nelayan 

kecil di lau t Ket: 
Jumlah Produksi PB= Produksi Perikanan Budidaya 
Perikanan PB(n-1) = Produksi Peri.kanan Budidaya tahun 
Budidaya (Ton) sebelumnya 

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 

Penjelasan : Sumber Data : 
Formulasi Penzukuran : Dinas Perikanan 1. Data 

Statistik Dinas 
Ket: 2. BPS 
PB= Produksi Perikanan Budidaya 
PB(n-1) = Produksi Perikanan Bu did a ya tahun 
sebelumnya 

1% - Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 
Tvne Penghitungan : 
Non Kurnulatif I Sumher Data: 

4. lndikator Kinerja Utama 

2. Tugas Pokok 

3. Fungsi 

Dinas Perikanan 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan serta tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 
t. penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

meojadi kewenangan Daerah bidang perikanan; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 
perikanan; 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan; 
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang 

perikanan; 
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

1. Nam.a Organisasi 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Sumber Data: 

Sumber Data : 
Data Statistik 
Dinas 
2. BPS 
3. Laporan 
Manajer TPl 

Dinas Perikanan 

Penjelasan : 
Formulasi Pengukuran : 

Ket: 
PO= Produksi Olahan Bran 
PO(n-1) = Produksi Olahan lkan tahun sebelumnya 

I% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 

PO= PO(n-1) + (PO (n-1) X 1%) 

PT - P:-od•!..1,.,; o .. ..;1r .. n<1n 'T'::inekR!) 

PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun 
sebelumnya 

1 % = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 
Type Penghitungan: 
Non Kumulatif 
Sumber Data: 
Bidanz Perikanan Tanzkan 

Ket: 

Penjelasan : 
Formulasi Pengukuran : 

Jumlah Produksi 
Olahan Hasil 
Perikanan (Ton) 

Jumlah Produksi PT= PT(n-1) + (PT(n-1) X 1%) 
Perikanan Tangkap Ket : 
(Ton) PT = Produksi Perikanan Tangkap 

PT(n-1) = Produksi Perikanan Tangkap tahun 
sebelumnya 
l % = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 

hPli:iki:ins:r 

3. Tercapainya Target Produksi 
Usaha Keci1 

2. Tercapainya Target Produksi 
Penkanan Tangkap 

yang diacu 
Bidang Perikanan Budidaya 

Sasaran Renstra SKPD 
Sasaran RPJMD No. Ket. Unit SKPD 

Penangungjawab Penjelasan IKU 
Sasaran Strategis 



Sasaran Strategis 
Unit SKPD 

No. Sasaran RPJMD IKU Penjelasan 
Penangungjawab 

Ket. 
Sasaran Renstra SKPD yang diacu 

Dinas Perikanan 
..1..--i...a. 

Statistik Dinas 
Ket: 2.BPS 
PO= Produksi Olahan Ikan 
PO(n-1) = Produksi Olahan Uran tahun sebelumnya 

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 

Type Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Sumber Data : 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan 

4. Tercapainya Target Produksi PG= PG (n-1)+ (PG (o-1) X 1%) 
vanun Rakyat 

Ket: 
JumJah Produksi PG = Produksi Garam. 
Garam Rakyat (Ton) PG(n-1) =- Produksi Garam tahun sebelumnya 

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 

Penjelasan : 
Fonnulasi Pengukuran: Sumber Data : 

Dinas Perikanan 1. Data 
Ket: Statistik Dinas 
PG= Produksi Garam 2. BPS 
PG(n-1) = Produksi Garam tahun sebeJumnya 

1% = Rata-rata peningkatan produksi 5 tahun ke 
belakang 

1'ype Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Sumber Data : 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan 



Sasaran Strategis Unit SKPD 
No. Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Ket. 

Sasaran Renstra SKPD diacu 
Penangungjawab 

l. Meningkatnya produksi Meningkatnya I. Produktivitas 
pertanian produksi pertanian Dinas Pertanian 

a. Padi (kw/ha) Penjelasan : 
Formulasi Pengukuran : 

. jumlah Produksi (ton) 
Provitas(kw/ha) = J l h L p ( / 10 um a uas anen Ha 

Tvne Penghitungan: 
Non Kumulatif 
Sumber Data: 
Dinas Pertanian 

b. Palawija (kw/ha) Penjelasan : 
Formulasi Pengukuran: 

Jumlah Produksi (ton) 
Provitas(kw/ha) = J I h L p (I / 100 um a uas anen fa 

Tvoe Penghitungan: 
Non Kumulatif 
Sum ber Data : 

4. Indikator Kinerja Utama 

3. Fungsi 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertaruan serta tugas 
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bah.an kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian; 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian; 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewcnangan Daerah bidang 
pertanian; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya: dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberi.kan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Tugas Pokok 

Dinas Pertanian 1. Nama Organisasi 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Sasaran Strategis Unit SKPD 
No. Sasaran RPJMD yang IKU Penjelasan Ket. 

Sasaran Renstra SKPD diacu 
Penangungjawab 

Dinas Pertanian 

c. Horti.kultura/Jamur Penjelasan : 
merang (kw /kubung) 

Fonnulasi Pengukuran : 
. Jumlah Produksi (kw) 

Provttas(kw/kbg/panen) = Jumlah kubunq (kbg) 

1'ype Penghitungan : 
Non Kumulatif 
Sumber Data : 
Dinas Pertanian 



Sasara.n Strategis UNITSKPD 
NO Saaaran Renatra Suuan RPJMD Yg di IKU PENJELASAJI PENAKGGUBG Ket. 

SKPD acu JAW AB 
J Meningkatkan M erungkatnya peluang Perseruase Tingkat Pertumbuhan Jmlh industri formal tahun (n] · jmlh industn formal tahun (n-1) Bidana lndustri 

Kualitas usaha ke[Ja sektor Indusui Formal ---·-------------- . . . ---------·--· - x 100% 
industri Jumlah industn formal tahun f n- 1 l 

Persentasc Ttngkat Pertumbuhan Jmlh industri non formal tahun (n) • jmlh mduslri non formal tahun [n-I] BidanR lndustri 
sektor lndustn Non Formal ------·----·----- ... ------ ... ------· ---- ... ·--·--·------·------ x 100% 

Jumlah industn non formal tahun ( n- l l 
? u,..n,n~lcAt-nvA cola Persentase rata - rata kclancaran Rata-rata ketersedian scmbako dan barang penting lainnya lahun (nl Bid. Perdazanzan 

distribusr barang arus barang semouan oanan Ru.I.AA '"""" ~IL""~.s~~!.w-: :;.::::==, .. ,.. ,. .... !" h~~~ r"""~ IRinnvs:1 ts:1hun (n-11 
dan pengamarian pokok dan barang pen ting ----------------- .. --·------ ·-- --------- ----· -·· _,.._ x 100"/o 
perdagangan lainnya 

Rata-rata ketersedian scmbako dan barana oentine: lamnva tahun (n- ll 
3 Mcningkatnya Alal Persentase pemngkatan UTTP Bidang 

U1TP yang yang bertanda tera sah Jmlh UTl'P bertanda tera tahun (n) · jmlh UTTP bertanda tera tahun [n-I] Kemetrologian 
bertanda Tera sah --------··-·----·-- -----·---------- --·---·-----··- x 100% 
VBnR digunakari Jumlah UTIP bertanda tera tahun ln·ll 

4 Merungkatnya Persentase Bangunan Pasar Jurnlah pasar tradisional yang tergotong baik B1dan11. Pasar 
Kualitas Pasar Rakyat / tramsicnal yang Layak ----------------- --·----·------· ........ x lOOo/o 
rakyat seuap lahun Jumlah pasar yang ada 

2 Togas Poko : Mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pcrindustnan dan bidang perdagangan serta tugas 
pernbanruan vanR ditugaskan kepada dacrah 

3 Fungsi a. Pmyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam haJ pclaksanaan urusan perneriruahan yang menjadi kewenangan dacrah bidang perindustrian dan 
bidanfi: perdagangan; 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kcwenangan daerah brdang pcrindustnan dan bidang perdagangan; 
c. Pcmantauan, evaluasr, dan pclaporan pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan dacrah bidang pcrindustrian dan b1dang pcrdagangan; 
d. Pelaksanaan admimetrasi Dmas sesuai dengan tugasnya; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh bupati sesuai dcngan tugas dan fungsmya. 

l Unit Orgam : DINAS PERIBDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 



Sumber data: Bidang 
Kelem bagaan dan Pengawasan 

Tipe penghitungan: Kumulatif 

CHADIAN A 

Jumlah keseluruhan Koperasi 

Sumber data: Bidang PUM 

Tipe penghitungan: Kumulatif 

Ket 

WANG, 

Dinkop UKM 

Unit SKPD 
Penanggungjawab 

Dinkop UKM 

x 100% 

Jumlah keseluruhan UMKM 

Formulasi Penghitungan: Jumlah 
UMKM aktif 

Penjelasan 

x 100% 
Formulasi Penghitungan: Jumlah Persentase koperasi sehat koperasi aktif 

Meningkatnya Peluang Kerja 

Meningkatnya Peluang Kerja Persentase UMKM sehat 

Pencapaian Target 
pengembangan kualitas 
koperasi meningkat 

2. 

Pen gem bangan 
pem berdayaan peran 
UMKM dalam mendorong 
perekonomian daerah 

Sasaran Strategis 
IKU 

Sasaran RPJMD yang diacu 

: l. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang 

koperasi, usaha kecil dan menengah; 
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sasaran Renstra SKPD 

1. 

3. Fungsi 

1. Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM 
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil 

dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 


